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1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan adalah revisi dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun

mengikuti Periode Kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih yang
berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi

keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5

(Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga membuka
ruang terjadinya perubahan, terkhusus  perubahan  dokumen
perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan 3Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
memberikan ruang terjadinya perubahan-perubahan dalam perencanaan
pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari dimungkinkannya
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana pada pasal 342 ayat 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perubahan BKPSDM Kabupaten 3Jeneponto disusun melalui
beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Teknokratik dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah;

2. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan;

3. Pendekatan politis dengan menerjemahkan visi dan misi kepala

Daerah terpilih; dan



4.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Renstra Perubahan BKPSDM Kabupaten Jeneponto Tahun

2018-2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni:

oA v A WN R

Persiapan Penyusunan;

Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Rancangan;

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
Perumusan Rancangan Akhir; dan

Penetapan Renstra.

Perubahan RENSTRA BKPSDM Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

dilakukan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan kebijakan

Daerah, kebijakan tersebut antara lain adalah:

1.

Perubahan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Integrasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
dasar pemutahirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pengeloaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu
yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7@ Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah.

Kebijakan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan sebagai akibat

pandemi global COVID-19 melalui tindakan antisipasi (forward
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looking) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sesuai dengan-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

Gambar I.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPIJMD dengan RENSTRA
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I.2.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Perubahan BKPSDM Kabupaten Jeneponto Tahun
2018-2023 sebagai berikut

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

N



10.

11.

12.

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor ©9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor
112);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);



13.

14.

15.

16.

17

18

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 441);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ©50-3708 Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor
150);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264);



I.

3.

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten IJeneponto Tahun 2019 Nomor
283).

Maksud dan Tujuan
Renstra Perubahan BKPSDM Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

disusun dengan maksud untuk merevisi capaian pelaksanaan

pembangunan dalam lingkup BKPSDM Kabupaten Jeneponto dan menyusun
ulang target pelaksanaan pembangunan di sisa masa periode

Kepemimpinan Kepala Daerah terpilih Kabupaten Jeneponto periode

2018-2023 dengan mengacu kepada RPIMD Perubahan Kabupaten

Jeneponto Tahun 2018-2023 terkait dengan urusan Kepegawaian serta

Pendidikan dan Pelatihan yang menggambarkan kondisi pembangunan

yang 1ingin dicapai dalam 1lingkup BKPSDM dan kondisi yang

ditargetkan hingga akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah
terpilih dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam RPIMD

Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari Renstra Perubahan BKPSDM

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kembali tujuan, sasaran, strategi,
dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan untuk jangka waktu sisa periode kepemimpinan
Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 dengan mengacu kepada
RPIMD Perubahan Kabupaten 3Jeneponto Tahun 2018-2023 sesuai
tugas dan fungsi BKPSDM dalam rangka membangun daerah dan
sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan

3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar
kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif
dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program
yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program

pembangunan.



I.4.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan BKPSDM Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8
(Delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab 1ini menjelaskan tentang 1latar belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDM
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menyajikan
secara ringkas sumber daya yang dimiliki BKPSDM dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan oleh BKPSDM pada tahun-tahun
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perubahan

BKPSDM.

BAB IITI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKPSDM serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan
hasil Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih,
Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang tujuan dan sasaran menengah BKPSDM selama 5 (Lima)

Tahun yang akan datang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan
visi dan misi RPJIMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan BKPSDM tentang rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan BKPSDM untuk 5 (Lima) tahun yang akan
datang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja BKPSDM yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai hingga akhir
periode kepemimpinan Kepala Daerah sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJIMD.

BAB VIII PENUTUP



II.1.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah
di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya, memimpin, membina, mengoordinasikan pelaksanaan
pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan
petunjuk teknis pembinaan pengembangan kepegawaian, melaksanakan
mutasi pegawai, diklat pegawai, penilaian kinerja dan kesejahteraan
pegawai serta disiplin pegawai, serta menyelenggarakan fungsi antara
lain

1. Penyusunan perencanaan bidang manajemen kepegawaian dan Diklat
Daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian dan
diklat daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah;

3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

kegiatan manajemen kepegawaian dan diklat daerah; dan

4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kepegawaian Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah
sebagai berikut
1. Kepala Badan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah
di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya, memimpin, membina, mengoordinasikan pelaksanaan
pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan
petunjuk teknis pembinaan pengembangan kepegawaian, melaksanakan
mutasi  pegawai, diklat pegawai, penilaian kinerja dan
kesejahteraan pegawai serta disiplin pegawai. Adapun Rincian

tugas sebagai berikut:



Mengoordinasikan penyusunan Program Kerja dengan Sekretaris
dan masing-masing Kepala Bidang;

Memberikan petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan
menyusun Program Kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok
Jabatan Fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan
pegawai, pemberhentian pegawai, data informasi kepegawaian dan
pembinaan disiplin pegawai;

Melaksanakan pelayanan administrasi mutasi pengangkatan dan
pemindahan pegawai, pensiun, penilaian kinerja dan penghargaan
pegawai;

Melaksanakan diklat penjenjangan dan sertifikasi, diklat
teknis dan fungsional, serta pengembangan kompetensi sumber
daya aparatur;

Mengordinasikan dengan SKPD dalam pengelolaan administrasi,
pembinaan dan pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara;
Menetapkan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk
kelancaran pelaksanaan tugas, yang berkaitan dengan
Kepegawaian dan diklat daerah;

Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja sekretaris,
kepala bidang dan kepala sub bidang/sub bagian;

Melaksanakan tugas kedinasan 1lain yang diperintahkan oleh

atasan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan menyelenggarakan

fungsi :

a.

Penyusunan perencanaan bidang manajemen Kkepegawaian dan
Diklat Daerah;

Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian dan
diklat daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah;



2.

Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan
pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian dan diklat daerah;
dan

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kepegawaian Daerah;
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok mengoordinasikan

penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu serta tugas pelayanan administratif. Adapun rincian

tugasnya sebagai berikut:

a.

Menyusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja kesekretariatan

Badan;

. Mengoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Badan;

. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan rencana program kerja

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan dengan bidang-
bidang lainnya, dalam lingkup Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

. Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan dan Urusan Rumah Tangga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, termasuk kebutuhan Alat

Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan lainnya;

. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum kepegawaian untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

. Menghimpun, memelihara dan menyebarluaskan serta mengikuti

perkembangan aturan kepegawaian;

. Melaksanakan tugas-tugas teknis di bidang ketatausahaan;
. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
j. Menilai pelaksanaan tugas danprestasi kerja bawahan;

. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

sekretariat;

. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat;

. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Badan menyelenggarakan

fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

b. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

e. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan badan; dan

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

i. Pelaksanaan tugas 1lain yang diberikan oleh kepala badan
sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas teknis di bidang administrasi  umum,

kepegawaian dan kerumah-tanggaan, adapun rincian tugasnya sebagai
berikut

a. Menyusun Perencanaan dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. Melaksanakan penatausahaan naskah dinas, surat menyurat,
kearsipan, perjalanan dinas dan kehumasan Badan;

c. Melaksanakan tugas urusan perlengkapan, dan urusan
kerumahtanggaan Badan;

d. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana
mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai; dan kesejahteraan
pegawai dalam lingkup internal Badan;

e. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

f. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja
administrasi umum kepegawaian Badan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;



i.

Melaksanakan tugas kedinasan 1lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

. Penyusunan bahan rencana dan program administrasi umum dan

kepegawaian;

. Pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian

Badan;

. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dankepegawaian;

dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas teknis di bidang penyusunan program badan,

pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan badan. Adapun

rincian tugasnya sebagai berikut

a.

Menyusun perencanaan dan Program kerja Tahunan berdasarkan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan unti kerja;

Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka koordinasi dan
pembinaan administrasi perencanaan dan keuangan Badan;
Melaksanakan penyiapan bahan  dan penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan kinerja Badan yang meliputi
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, dan LAKIP;

Melakukan kegiatan pelayanan administrasi penatausahaan
keuangan Badan yang meliputi perbendaharaan keuangan,
pembukuan, penyusunan daftar gaji, verifikasi, evaluasi dan
pelaporan kinerja keuangan Badan;

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
serta pendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan Badan;
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas; dan



i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;

b. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi
keuangan dan program kerja badan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi  keuangan meliputi
kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,
koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan
pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan;

d. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan
bahan penyusunan rencana kegiatan badan, penyusunan rencana
program badan serta penyusunan laporan pelaksanaan program,
dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja
badan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai

tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

pengelolaan administrasi kepangkatan, mutasi pegawai, mutasi
jabatan, penilaian kinerja dan penghargaan pegawai. Adapun rincian
tugasnya sebagai berikut

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Mutasi dan Penilaian
Kinerja Aparatur;

b. Menyelenggarakan Mutasi Jabatan, Mutasi Kepangkatan, dan
Perpindahan pegawai antar instansi/wilayah;

Cc. Menyelenggarakan penilaian kinerja dan penghargaan pegawai;

d. Memverifikasi data dan bahan kebijakan dalam rangka mutasi,
pengembangan karier, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan mutasi, promosi, penilaian

kinerja/prestasi kerja aparatur, dan penghargaan;



f. Mempersiapkan data atau bahan untuk pelaksanaan seleksi
jabatan;
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

h. Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bidang dalam rangka
pembinaan dan pengembangan karier;

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di
Bidang;
Membuat laporan tentang pelaksanaan tugas Bidang; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan 1lain yang diperintahkan oleh
atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Mutasi dan

Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian
kinerja/prestasi kerja aparatur, dan penghargaan;

b. Penyusunan program/kegiatan Bidang;

c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan proses mutasi, promosi,
penilaian kinerja/prestasi kerja aparatur, dan penghargaan;

d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang;

e. Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Mutasi 3Jabatan Dan Pengembangan Karier,

mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas

teknis penyelesaian administrasi mutasi jabatan, mutasi antar

instansi/wilayah, dan pengembangan karier ASN, rincian tugasnya

sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Sub Bidang

Mutasi dan Pengembangan Karier;

b. Menyusun dokumen mutasi dan perpindahan antar
instansi/wilayah;
c. Melaksanakan administrasi pengangkatan/penempatan dan

pemberhentian dari dan dalam jabatan;
d. Mempersiapkan data/bahan untuk kebutuhan seleksi Jjabatan

pimpinan tinggi dan jabatan administrasi Aparatur Sipil Negara;



e. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pelantikan
pejabat;

f. Menyusun pedoman pola pengembangan karier;
Menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

h. Mengkaji ulang dan pelaporan kegiatan mutasi, pengembangan
karier dan promosi;

i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka
pembinaan dan pengembangan karier; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan 1lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karier;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bidang Mutasi
dan Pengembangan Karier;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Mutasi dan
Pengembangan Karier;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Mutasi Kepangkatan, mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas teknis

pengelolaan administrasi kepangkatan, dan Kenaikan gaji berkala,

rincian tugasnya sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Sub Bidang Mutasi
Kepangkatan;

b. Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;

C. Menyusun dan menganalisa berkas usul kenaikan pangkat;

d. Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

e. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka kenaikan jenjang
jabatan fungsional;

f. Membuat konsep Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;
Memproses Kenaikan Gaji Berkala;

h. Mempersiapkan data/bahan Baperjakat Mutasi Kepangkatan
Pegawal Negeri Sipil;

i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;



Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

Mengkaji ulang dan pelaporan hasil kegiatan Mutasi
Kepangkatan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub bidang
mutase Kepangkatan;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bidang Mutasi
Kepangkatan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidangmutasi
Kepangkatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
Pelaksanaan tugas 1lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai,

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengelolaan

administrasi evaluasi kinerja dan penghargaan pegawai. Rincian

tugasnya sebagai berikut :

a.

Menyusun Rencana dan Program Kerja Sub Bidang Penilaian
Kinerja dan Penghargaan Pegawai;

Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur;

Menghimpun dan menganalisis hasil penilaian kinerja/prestasi
kerja individual aparatur sipil negara dalam rangka penilaian
pegawai berprestasi;

Memfasilitasi penetapan hasil penilaian kinerja Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja
aparatur;

Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pemrosesan
pemberian penghargaan/tanda jasa bagi pegawai  yang
berprestasi;

Menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian
penghargaan/tanda jasa bagi pegawai yang purna tugas;

Menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;



i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

k. Mengkaji ulang dan pelaporan kegiatan penilaian kinerja dan
penghargaan pegawai;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan  perumusan kebijakan  teknis di  Sub

bidangpenilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub bidang
penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidang penilaian
Kinerja dan Penghargaan Pegawai;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan

e. Pelaksanaan tugas 1lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas

pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

penyelenggaraan pendidikan dan latihan, serta pengembangan

kompetensi aparatur. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendidikan dan
Latihan Aparatur;

b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan di Bidang Diklat Aparatur;

c. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan
pembinaan pengembangan kompetensi dan diklat;

d. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pengembangan
kompetensi aparatur;

e. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka penyelenggaraan
ujiaan dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

f. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pemrosesan tugas
belajar dan izin belajar;

g. Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka
pengiriman/pengusulan peserta diklat dan pengembangan

kompetensi;
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h. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatan diklat dan pengembangan kompetensi;

i. Menginventaris data pegawai calon peserta diklat dan yang telah
mengikuti diklat;

j. Memverifikasi data dan usulan pengembangan kompetensi,
peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;

k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

1. Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bidang dalam rangka
pembinaan dan pengembangan karier;

m. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di
Bidang;

n. Membuat laporan tentang pelaksanaan tugas Bidang; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan 1lain yang diperintahkan oleh
atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pendidikan Dan

Pelatihan Aparatur mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan latihan
aparatur serta Pengembangan Kompetensi Aparatur;

b. Perencanaan kebuutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;

c. Mengoordinasikan kerjasama pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan pengembangan kompetensi aparatur;

d. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi;

e. Memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang pengembangan kompetensi dan pendidikan dan Latihan
Aparatur; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai

tugas pokok  merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas

penyelenggaraan diklat penjenjangan dan sertifikasi bidang
keahlian/keterampilan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Diklat
Penjenjangan dan Sertifikasi;

b. Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;

c. Menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan dan

prajabatan;
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Q.

Mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan prajabatan;

e. Mengusulkan peserta diklat sertifikasi sesuai bidang keahlian;
f. Mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

g. Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

h. Mengkaji ulang dan pelaporan hasil kegiatan diklat;

i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub
bidangpendidikan dan Latihan Penjenjangan dan Sertifikasi;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub bidang
pendidikan dan Latihan Penjenjangan dan Sertifikasi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidang pendidikan dan
Latihan Penjenjangan dan Sertifikasi;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas

penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pegawai, dengan

rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Diklat Teknis
dan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan acuan untuk

pelaksanaan tugas;

(o

Menyusun daftar kebutuhan diklat teknis dan fungsional;

Menginventaris data calon peserta diklat teknis dan fungsional;

Q 0N

Mengusulkan peserta diklat teknis dan fungsional;
Mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

> 0a -~ ®

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis di  Sub
bidangpendidikan dan Latihan Tehnis dan Fungsional;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub
bidangpendidikan dan Latihan Tehnis dan Fungsional;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidang pendidikan dan
Latihan Teknis dan Fungsional;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi

pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, dengan rincian
tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Diklat Teknis dan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan acuan untuk
pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;

c. Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan
sosial kultural;

d. Menganalisis metode dalam pengembangan kompetensi aparatur;

e. Menyusun standar kompetensi jabatan;

f. Memverifikasi berkas usulan pemberian izin belajar dan tugas
belajar;

g. Mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan ujian dinas dan
ujian penyesuaian ijazah;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

j. Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan
kompetensi;

k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidang pengembangan
Kompetensi;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Pembinaan

Aparatur mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis penyusunan perencanaan formasi dan pengadaan

pegawai, penyusunan informasi kepegawaian, menghimpun dan
mengelola data pegawai, pemberhentian serta pembinaan disiplin
pegawai. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi Dan Disiplin;

b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;

c. Menyelenggarakan pengadaan CPNS dan PPPK;

d. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian
pegawai;

e. Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian pegawai;

f. Mengoordinasikan penyusunan ANJAB dan ABK sebagai bahan
penyusunan formasi pegawai;

Memverifikasi database informasi kepegawaian;

h. Mengoordinasikan penyusunan informasi dan kearsipan data
kepegawaian;

i. Memfasilitasi lembaga profesi ASN;

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin dan
kesejahteraan pegawai berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan;

k. Pengelolaan dan pengembangan data kepeegawaian berbasis
teknologi informasi;

1. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

m. Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bidang dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karier;



Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
Bidang;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian, Informasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi
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Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi dan Disiplin;

Penyusunan program/kegiatan di Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi dan Disiplin;

Pengoordinasian dan penyelenggaraan pengadaan, Pemberhentian,
Informasi dan Disiplin;

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyusunan formasi dan

pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian pegawai, dengan rincian

tugas sebagai berikut:

a.

[on

Q 0N

()

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengadaan,
Pemberhentian Pegawai;

Menyusun rencana kebutuhan/formasicpns dan PPPK;

Melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK;

Melaksanakan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS;
Melaksanakan administrasi pengambilan sumpah dan janji PNS;
Menganalisa data Hasil Analisis Beban Kerja dan Analisis
Jabatan untuk bahan penyusunan formasi pegawai;

Memfasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN;

Memfasilitasi pemrosesan penerbitan KARPEG, KARIS, KARSU, dan
TASPEN;

Memverifikasi dan memproses dokumen pemberhentian pegawai;
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Mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemberhentian
pegawai;

Membuat daftar penjagaan pensiun;

Menyusun dokumen usulan pensiun;

Memfasilitasi penetapan pensiun, pemrosesan pencairan TASPEN
dan penerbitan KARIP;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis di  Sub
bidangpengadaan dan Pemberhentian Pegawai;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub
bidangpengadaan dan Pemberhentian Pegawai;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengadaan dan
Pemberhentian Pegawai;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

mempunyai  tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

melaksanakan pengelolaan data untuk bahan informasi kepegawaian,

dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.

(o

Q 0N

(]

Merencanakan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Data dan
Informasi Kepegawaian;

Sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan tugas;

Merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
Menyusun data kepegawaian;

Mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;

Membuat buku induk pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
dan data lainnya dalam rangka pengembangan data dan informasi
kepegawaian;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan

kompetensi;
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i. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bidang
Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengelolaan Data
dan Informasi Kepegawaian;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan

fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis dan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai, kesejahteraan
pegawai, dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN, dengan rincian
tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;

c. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi
ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

d. Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi
ASN;

e. Menghimpun data dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan
dengan Pegawai Negeri Sipil;

f. Menghimpun, mengsosialisasikan dan menerapkan segala bentuk
Peraturan Perundang-undangan Disipilin aparatur;

g. Menganalisis data dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin
aparatur;

h. Menganalisis data dalam rangka pemrosesan pemberhentian
sementara dari jabatan negeri;

i. Menganalisis data dalam rangka pemrosesan mempekerjakan

kembali dalam jabatan negeri;
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Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pemrosesan ijin
perkawinan dan perceraian;

Menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pemrosesan
pemberian ijin cuti;

Menyiapkan dan menyampaikan Laporan Pajak Perorangan Pegawai
(LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
Melaksanakan proses penyelesaian administrasi pencairan
TAPERUM, Jaminan Kesehatan, jaminan kematian dan kecelakaan
kerja dan tunjangan hari raya;

Mempersiapkan data untuk pemberian uang duka dan prosesi
upacara pemakaman bagi pejabat tertentu yang meninggal;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Bidang;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Pembinaan Disiplin dan Fasilitasi Profesi ASN;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub bidang
pembinaan Disiplin dan Fasilitasi Profesi ASN;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub bidang pembinaan
Disiplin dan Fasilitasi Profesi ASN;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

a.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;

Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang di tunjuk oleh Bupati;

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;
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d. Jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

Gambar II.1
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Jeneponto

KEPALA BADAN
fggpectneerel SEKRETARIS |
SUB BAGIAN UMUM BAN NCARAA! |
- .
r BIDANG WUTAST DAN PENILAIAN | BDANGPENDDEANDAN | {BIDANG PENGADAAN PENBERRENTIAN
INERJA APARATUR U PHATHANAPARATR. ANFORMASI DAN PEMEINARN APARATUR
»

{ SUSBIDANG MUTASTJABATAN DAV
PENGEMBANGAN KARIER

SUB

I11.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jeneponto

1. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jeneponto

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia

(Human Resources) BKPSDM Kabupaten Jeneponto merupakan akumulasi

dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari

berbagai disiplin ilmu, pangkat dan golongan dalam rangka

menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja

berdasarkan RPIJMD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Tabel II.1
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah %
1 SD 1 2,00
2 SMP - 0,00
3 SMA 4 8,00
4 D1 - 0,00
5 D2 1 2,00
6 D3 1 2,00




No Jenjang Pendidikan Jumlah %
7 S1 30 60,00
8 S2 13 26,00
9 S3 - 0,00
Total 50 100,00
Tabel II.2
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Golongan/Ruang
Jumlah
No. Golongan/Ruang %
Laki-Laki | Perempuan Total
1 Golongan IV
1.1 Golongan IV.c 1 1 2,00
1.2 Golongan IV.b 1 1 2,00
1.3 Golongan IV.a 2 2 4,00
2 Golongan III
2.1 Golongan III.d 6 3 9 18,00
2.2 Golongan III.c 4 5 9 18,00
2.3 Golongan III.b 4 4 8 16,00
2.4 Golongan III.a 9 6 15 30,00
3 Golongan II
3.1 Golongan II.d - - 0,00
3.2 Golongan II.c 2 - 2 4,00
3.3 Golongan II.b 2 - 2 4,00
3.4 Golongan II.a - - - 0,00
4 Golongan I
4.1 Golongan I.b 1 - 1 2,00
Jumlah 32 18 50 100

Berdasarkan Tabel di atas, untuk komposisi pegawai berdasarkan
Golongan/Ruang, Golongan IV.c berjumlah 1 orang atau proporsinya
sebesar 2,00% dari jumlah pegawai, Golongan IV.b berjumlah 1 orang
atau proporsinya sebesar 2,00% dari seluruh jumlah pegawai. Untuk
Golongan IV.a berjumlah 2 orang dengan proporsi 4,00% dari seluruh
jumlah pegawai, Golongan III.d berjumlah 9 Orang dengan proporsi
18,00% dari seluruh jumlah pegawai, Golongan III.c berjumlah 9
Orang dengan proporsi 18,00% dari seluruh jumlah pegawai,
Golongan III.b berjumlah 8 Orang dengan proporsi 16,00% dari
seluruh jumlah pegawai, Golongan III.a berjumlah 15 Orang dengan

proporsi 30,00% dari seluruh jumlah pegawai, Golongan 1II.c




berjumlah 2 Orang dengan proporsi 4,00% dari seluruh jumlah
pegawai, Golongan II.b berjumlah 2 Orang dengan proporsi 4,00%
dari seluruh jumlah pegawai, Golongan I.b berjumlah 1 Orang dengan

proporsi 2,00% dari seluruh jumlah pegawai.

2. Kepemilikan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jeneponto
Kepemilikan Aset Kantor BKPSDM terhadap Alat-Alat Angkutan
tercatat sebanyak 5 Jenis dengan nilai sebesar Rp. 666.915.500,
kemudian Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga tercatat sebanyak 150
Jenis dengan nilai sebesar Rp. 1.116.547.500. Total nilai
Kepemilikan Aset Kantor BKPSDM sebesar Rp. 1.783.463.000,00.
Rincian dari Kepemilikan Aset Kantor BKPSDM dapat dilihat pada
table berikut
Tabel II.3
Aset BKPSDM Kabupaten Jeneponto
N
< 2 H =2
SPESIFIKASI BARANG 0<¢ % v o % 0] JUMLAH
= =
O w < m w <
No. e °<‘ = E KET
NAMA/JENIS S xqh D[
v w I W
BARANG MERK TYPE 24y ﬁ I~ BARANG HARGA
PERALATAN DAN MESIN
Alat - alat Angkutan 666.915.5600
1 Mini Bus Kijang Innova APBD 2006 136.000.000
Mopen / Toyota/ Avansa .
2 | winibus 6 1297 cc Besi 2008 1 135.000.000
APBD/
3 | Sepeda Motor | HOMda/V1J62Q33 | ooch | 5919 1 30.586.000
Lo A/T M
APBD/
4 | sepeda Motor | HONda/ViJe2Q32 | gipqn | Hp1g 1 27.876.000
Lo A/T M
5 | Station Innova APBD | 2019 1 337.453.500
Wagon
Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga 247 1.116.547.500
Meja Kerja Ruang
1 | Pejabat APBD 2001 1 Sobrotan
Eselon III 660.000 | Sekretaris
Meja Kerja Subbidang
1| pegawai APBD | 2001 1 660.000 | pesrotur
Lemari Arsip .
2 Dinamis APBD 2001 2 900 .000 Ruang Arsip
Lemari Arsip 1 Kabid
3 . . APBD 2004 4 Diklat, 3
Dinamis 3.600.000 | Ryang Arsip
Meja Kerja Kasubid
4 Pejabat APBD 2005 1 Pengeloaan
E<elon IV 1.225.000 | o i- & INKA
2 Sub Bag
Umum, 1
5 Lemari Besi VIP APBD 2006 5 Mutasi
7.000.000 | j3patan, 2
INKA




< 2 P 2
SPESIFIKASI BARANG gt‘ % (G § C) JUMLAH
J w EE m W EE
No. Sax 3¢ KET
NAMA/JENIS < g S g
MERK TYPE v w I w BARANG HARGA
BARANG < Q |<_r. o
Subbid
Penilaian
6 Lemari Kayu VIP APBD 2006 1 Kinerja &
2.200.000 Penghargaan
Pegawai
1. Pengadaan,
2 Pembinaan
. . Disiplin, 2
7 | Meja Kerja APBD | 2007 6 Diklat
Pegawai 8.100.000 | jnaratur,1
Penilaian
Kinerja
Filing APBD/ Sub Bag Umum
8 Cabinet Besi BKDD 2007 1 2.012.500 | & Kepegawaian
1 Umum, 1
Penilaian
. APBD/ Kinerja, 2
K katan,1
9 Lemari Kayu BKDD 2007 5 9.900.000 Pzrpnsgﬁa:nan
Disiplin
Pegawai.
/ 1 Sub Bag.
Kursi Kerja APBD Umum, 1
10 Pegawai BKDD 2007 2 990.000 | Bidang Diklat
Aparatur
Meja Kerja br
11 | Pejabat umum 2009 1 4.000.000 Kepala BKPSDM
Eselon II : ’
Meja Kerja APBD/ Sub bagian
12 Pegawai BKDD 2009 2 2.100.000 | Keuangan
1 Mutasi
: : jabatan, 1
13 Meja K?PJa br 2011 4 INKA, 2
Pegawai umum 7.100.000 | ponilaian
Kinerja
14 Kursi Kerja Dr 2011 0 Asset Lain-
Pegawai umum - | Lain
Kursi Kerja Dr Pembinaan
15 Pegawai umum 2011 1 1.250.000 | Disiplin
16 | Lemari Besi Wi File uﬁ:m 2011 2 4. 000000 | KePanEkatan
eq s 1 Sekretaris,
17 | Filing . Wi File br 2011 2 1 Diklat
Cabinet Besi umum 4.000.000 Aparatur
APBD/
18 | Lap Top HP BKDD 2012 0 _ | Irman S.Sos
Peralatan
APBD/ Irman (Ram
Persenal BKDD 2013 e - | Laptop)
Komputer
Peralatan Irman
Persenal ABPKBDDD/ 2014 0 _ | (Baterai
Komputer Laptop)
Lemari Arsip APBD/ .
R A
19 1 binamis skop | 2012 1 35.000.000 | &P
. APBD/ Sub Bagian
20 | Lemari Es Sharf 2012 1 Umum &
BKDD 2.600.000 Kepegawaian
P.C.Unit . APBD/
P d
21 (Komputer) Core 13 LG BKDD 2012 1 5.500.000 engadaan
/ 1 Subbidang
P.C.Unit APBD Kepangkatan 2
22 (Komputer) Core Duo LG BKDD 2012 1 5.500.000 | Asset Lain-
lain
Printer APBD/ Sub Bag Umum
23 Laser Jet BKDD 2012 1 2.500.000 | & Kepegawaian
Kursi Tamu APBD/ Ruang
24 di Ruang BKDD 2012 1 5.000.000 | Sekretaris
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< 2 P 2
SPESIFIKASI BARANG n<= % (G § C) JUMLAH
U w E m W E
No. Sax 3¢ KET
NAMA/JENIS < g S x g
MERK TYPE v w L w BARANG HARGA
BARANG < Q 5 o
Pejabat
Eselon III
P.C.Unit APBD/ Mutasi
2> | (Komputer) Lenovo o 2 17.600.000 | Jabatan
Salmawati,
26 | Lap Top Asus APBD/ 2013 0 S.Sos (Asset
BKDD " | Lain-Lain)
, 1 Pembinaan
disiplin , 1
Kasubid INKA,
. APBD/ 1 Subbag
P , 1
27 | Lemari Kayu BKDD 2013 5 20.000. 000 szgiraﬁtasi
Jabatan, 1
Staf Diklat
Aparatur,
Meja Kerja Kasubba
. APBD/ g
28 | Pejabat 2013 1 Perencanaan
Eselon IV BKDD 9.000.000 dan Keuangan
1 Pengololaan
: Data & INKA,
29 P.C.Unit APBD/ 2013 3 1 Ruang
(Komputer) BKDD 16.500.000 | ancip, 1
Pangkat
P.C.Unit APBD/ Sub bagian
30 (Komputer) BKDD 2013 1 2.000.000 | Umum
Kursi Tamu
di Ruang APBD/ Kabid
31 Pejabat BKDD 2013 1 4.250.000 | Pengmbangan
Eselon III
Kursi Tamu
di Ruan
Tunegu & APBD/ 2013 1 Ruang Tunggu
pejggat BKDD 4.250.000 | Sekretaris
Eselon II
Sudarminto,
Salmawati,
32 | Lap Top Dell ﬁ;ﬁi{ 2014 4 26.000.000 Hastia Akib,
. . H. Abdul
Karim
Printer APBD/ Asset Lain-
33 (Canon) BKDD 2014 0 - | Lain
Printer APBD/ Sub bagian
34 Laser Jet BKDD 2014 1 2.050.000 | Umum
Mainboard
(Peralatan APBD/ Sub bagian
35 Komputer BKDD 2014 1 1.100.000 | Umum
Lainnya)
Lemari Arsip APBD/ 1 Kepala
36 Eselon II BKDD 2014 1 4.000.000 | BKPSDM
1 Program &
. APBD/ Keuangan, 1
Lemari Kayu 2014 2 Kasubid
BKDD 8.000.000 | y,tasi
Jabatan
37 | Dispenser ﬁ;ﬁi{ 2014 1 1.500.000 Ruang Arsip
Handfocus/La
ser Pointer
APBD/ Sub bagian
38 | (Peralatan BKDD 2014 1 1.000.000 | Unun
Komputer
Lainnya)
Sub Bagian
39 | Megaphone (Al Toa" APBD/ 2014 1 Umum &
t RT) BKDD 1.000.000 | (epegawaian
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No.

SPESIFIKASI BARANG

NAMA/JENIS
BARANG

MERK TYPE

ASAL/CARA
PEROLEHAN

BARANG
TAHUN BELI/

PEROLEHAN
BARANG

JUMLAH

BARANG

HARGA

KET

40

Lemari Kayu

@ 5
S w
99
U\

2015

8.000.

000

1 Kabid
Pengadaan, 1
Sub Bid
Diklat

41

P.C.Unit
(Komputer)

LG

APBD/
BKDD

2015

10.378.

500

Diklat
Aparatur,
Sub Bidang
Mutasi
Kepangkatan

42

Lap Top

Acer Aspire
4741

APBD/
BKDD

2015

8.000.

000

Irman, S.Sos

43

Printer (FC
& Scan)

Canon Mp 280

APBD/
BKDD

2015

1.725.

000

1 Subbag
Keuangan, 1
Asset Lain-
Lain

44

Meja Kerja
Pegawai

1 Biro

APBD/
BKDD

2015

10.419.

000

2 subbag
Program dan
Pelaporan
Keuanagn, 1
Subbid
Pengadaan, 1
Asset lain-
Lain

45

Meja Kerja
Pegawai

1/2 Biro

APBD/
BKDD

2015

23.920.

000

1 Subbag
Umum, 1
Subbag
Program, 3
Subbidang
Diklat
Prajabatan &
Struktural,
2 Subbidang
Pengelolaan
Data & INKA,
1 Subbid
Mutasi
Kepangkatan

46

Kursi Kerja
Pegawai

APBD/
BKDD

2015

17.2580.

000

3 Kasubbag
Program &
Pelaporan
Keuangan, 1
Diklat
Aparatur, 1
Kabid Mutasi,
1 Staf Mutasi
Jabatan

47

Kursi Tamu
di Ruang
Pejabat
Eselon III

321

APBD/
BKDD

2015

4.500.

000

Diklat
Aparatur

48

Meja Kerja
Pegawai

APBD/
BKDD

2015

4.200.

000

2 Subbag
Umum, 1 Sub
Bidang Mutasi
Kepangkatan,
1 Subbag
Keuangan, 2
Sub Bidang
Pengadaan,
Pengelolaan
Data & INKA

49

AC. Split

Sharf

APBD/
BKDD

2015

13.462.

500

1 Subbag
Umum, 1 Sub
Bidang
Pembinaan
Disiplin, 1
Staf Sub Bid
Pengelolaan
Data & INKA,
1 Asset Lain-
Lain

50

Mini
Komputer

Lenovo

APBD/
BKDD

2015

24.162.000

Sub Bidang
Pengelolaan
Data & INKA
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< 2 N =z
SPESIFIKASI BARANG 0<= % o o § ) JUMLAH
U w EE m W EE
No. : 3 € > 5' o KET
NAMA/JENIS < o g S x g
MERK TYPE v w I w BARANG HARGA
BARANG <o l‘_"- o
51 | Lap Top ﬁ;ﬁi{ 2016 1 3.000.000 Bend Barang
APBD/ Kasubag Umum
>2 | Lap Top Bkop | 2010 1 8.000.000 | & Kepegawaian
. APBD/ Sub Bidang
53 | AC. Split TCL 2016 1 Pembinaan
BKDD 4.500.000 Disiplin
. APBD/ Sub Mutasi
54 AC. Split TCL BKDD 2016 1 4.500.000 | Kepangkatan
. APBD/ Asset Lain-
55 AC. Split TCL BKDD 2016 0 _ | Lain
. APBD/ Kabid Diklat
56 AC. Split TCL BKDD 2016 1 4.500.000 | Aparatur
. APBD/ Sub Bag
57 AC. Split TCL BKDD 2016 1 4.500.000 | Program
2 Sub Bag
Umum & Kep,
1 Mutasi
Jabatan, 3
Meja Kerja APBD/ Bid
>8 Pegawai BKDD 2016 8 20.000.000 | Pengelolaan
Data & INKA,1
Bid Kesdip, 1
Mutasi
Pangkat
. APBD/ Asset Lain-
59 Printer 2770 BKDD 2016 0 _ | Lain
. APBD/ Asset Lain-
60 Printer 2770 BKDD 2016 0 _ | Lain
. APBD/ Asset Lain-
6l Printer 2770 BKDD 2016 0 _ | Lain
Printer Foto APBD/ Asset Lain-
62 Copy Canon Mp 280 BKDD 2016 0 _ | Lain
Lemari Arsip APBD/ .
R A
®3 | Dinamis Bkop | 2018 4 23.600.000 | &P
1 Umum, 1
Keuangan, 1
Rak Kayu APBD/ Diklat, 1
64 | (Lemari) gkop | 2016 6 23.600.000 | Disiplin, 1
Jabatan, 1
Kepangkatan
1 Kasubid
Pengembangan
Kompotensi, 1
Kasubba
Kursi Kerja APBD/ Keuangaﬁ,l
65 | Pejabat 2016 6 Ruang Arsip,
Eselon IV BKDD 15.600.000 1D?ﬁp}im 1
Kabid Diklat,
1 Kasubbid
Mutasi
Jabatan
1 Subbag
Umum, 1
/ Subbag
Kursi Kerja APBD Program, 3
66 Pegawai BKDD 2016 6 3.300.000 | Ruang
Darmawanita,
1 Ruangan
Kepala Badan
Filling APBD/ 1 Subbag
K , 1
67 | abinet skop | 2018 2 4.800.000 | subbae Unum
Sub Bid
APBD/ Penilaian
68 | AC. Split Polytron BKPSD 2017 1 Kinerja &
M 4.916.000 Penghargaan
Pegawai
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APBD/
69 | AC. Split Polytron BKPSD 2017 1 4.916.000 Ruang Arsip
M . .
Sub Bid
APBD/ g?mt}i;?an
. isiplin,
70 AC. Split Polytron BKPSD 2017 1 4.916.000 | Kesejahteraan
M , Fasilitas
Profesi ASN
. APBD/
Mesin Absen Ruang Loby
71 Scanner BK:;SD 2017 1 25.080.000 | Kantor Bupati
APBD
. . / Ruangan Kpl
72 Televisi LED LG BKPSD 2017 1 4.012.000 | badan
M . .
APBD/ Sub Bagian
73 Kamera DSLR Canon BKPSD 2017 0 Umum
M ~ | (Sekretaris)
APBD/ 1
74 | Lemari ES Toshiba BKPSD | 2017 1 3 012,000 puangan Kp
M . .
Faximile APBD/ R (ol
. uangan Kp
75 (A}at Kantor Panasonic BKPSD 2017 1 7.524.000 | badan
Lainnya) M
Andi
APBD/ Badar.‘iah, SE,
76 | Lap To Asus BKPSD | 2017 1 (Kabid
ptop 7.024.000 | Pengad, Penb,
M Inform &Pemb
Aparatur
APBD
/ Ibrahim,
77 Lap Top Asus BKPSD 2017 1 7.0924.000 | S.Pd., M.Pd
M . . .Pd., M.
: APBD/ Sub Bagian
7g | P-C.Unit Lenovo BKPSD | 2017 1 Unum &
(Komputer) M 8.832.000 | (epegawaian
. APBD/ Sub Bid
P.C.Unit Diklat
79 | (Komputer) Lenovo BK;SD 2017 1 8.832.000 | Penjenjangan
& Sertifikasi
Sub Bid
P.C.Unit APBD/ Penilaian
80 T Lenovo BKPSD 2017 1 Kinerja &
(Komputer) M 8.832.000 | penghargaan
Pegawai
: APBD/ Sub Bid
g1 |P-C.Unit Lenovo BKPSD | 2017 1 Mutasi
(Komputer) M 8.832.000 | epangkatan
APBD/ Sub Bagian
82 Printer Canon BKPSD 2017 0 Umum &
M ~ | Kepegawaian
APBD/ <ub Big
83 | Printer Canon BKPSD 2017 0 B D‘ijsigii:ng
M
APBD/ Sub Bagian
84 | Scanner Brodher BKPSD 2017 1 Umum &
" 4.716.000 | (epegawaian
Sub Bid
: APBD/ Penilaian
gs | P-C.Unit Lenovo BKPSD | 2017 1 Kinerja &
(Komputer) M 9.300.000 | penghargaan
Pegawai
: APBD/ Sub Bid
ge | --C-Unit Lenovo BKPSD | 2017 1 Penilaian
(Komputer) " 9.300.000 | ineria &
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Penghargaan
Pegawai
. APBD/
P.C.Unit Sub Bagian
87| (komputer) Lenovo e ! 6.400.000 | Keuangan
APBD/ <ub Basd
. ub Bagian
88 | Printer L3660 Epson BK,I:‘SD 2017 1 2.830.000 | Keuangan
APBD/ <ub Basd
. ub Bagian
89 | Printer L310 Epson BK;SD 2017 1 2.830.000 | Keuangan
APBD/
90 | Lap Top Acer BKPSD 2017 1 8.000.000 Irman S.Sos
M . .
APBD/ iub Bagian
. euangan
91 | Brand kas Krisbow BK;SD 2018 1 6.170.000 | (Bend
Pengeluaran)
Absen APBD/ cekretariat
. eKretarla
92 ic.:anner' Solution BK;SD 2018 1 11.110.000 | (Unum)
inger
. APBD/
P.C.Unit Sekretariat
93 | (Komputer) Lenovo BK;SD 2018 1 6.059.500 | (Unum).
. APBD/
P.C.Unit Subbid
94 (Komputer) Lenovo BK;SD 2018 1 6.059.500 | Pengadaan
. APBD/
P.C.Unit Pembinaan
9> (Komputer) Lenovo BK;SD 2018 1 6.059.500 | Disiplin
. APBD/ Diklat
96 | F-C-Unit Lenovo BKPSD | 2018 1 (Teknis
(Komputer) " 6.059.500 | i osional).
. APBD/
P.C.Unit Mutasi
97 | (Komputer) Lenovo BK;SD 2018 1 6.059.500 | (Jabatan).
Ae0/ o
ur, .y
98 | Lap Top Lenovo BKPSD 2018 1 15.143.000 | (Mutasi ke
M Dinas PU)
APBD/ Muh. Arifin
Printer Nur, SH.,MH
99 Portable Hp BKPSD 2018 1 4.044.000 | (Mutasi ke
M Dinas PU)
APBD/ benbs
. emblnaan
100 | Printer Ip 2770 BK;SD 2018 1 1.011.000 | Disiplin
APBD/ Diklat
101 | Printer Ip 2770 BKPSD 2018 1 (Teknis
M 1.011.000 Fungsional)
. APBD/ Diklat
102 | Printer Epson BKPSD | 2018 1 (Penjenjangan
Scanner M 3.029.500 | sertifikasi)
Printer APBD/ Sekretariat
eKretarla
103 Scanner Epson BK:‘SD 2018 1 3.029.500 | (Operator)
. APBD/ Pengadaan
104 | Printer Epson BKPSD | 2018 1 (Pengadaan
Scanner M 3.029.500 | peganai)
Printer APBD/ Sekretariat
. eKretarla
105 | Biasa Epson BKPSD 2018 1 2.827.500 | (Keuangan)
(Epson) M
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Printer APBD/ Mutasi
. utasi
106 | Biasa Epson BKPSD 2018 1 2.827.500 | (Kepangkatan)
(Epson) M
APBD/
107 | Scanner Epson GT-1500 BKPSD 2018 1 5. 955.000 Ruang Arsip
M . .
Kursi Kerja APBD/
108 | Pejabat BKPSD 2018 1 Kepala BKPSDM
Eselon II M >-055.0600
Kursi Tamu
diruang APBD/ o d
engadaan,
109 | Tunggu BKPSD | 2018 2 8.077.000 | Kepangkatan
Pejabat M
Eselon III
2 Kepala
Kursi Hadap APBD/ Badai 1
110 BKPSD 2018 3 Kasubid
Eselon II M 6.054.000 | papbinaan
Disiplin
APBD
111 | AC. Split Polytron BKPSé 2018 1 Kabid
- P y ’ 4.999.500 | Pengadaan
APBD/
112 | AC. Split Polytron BKPSD 2018 1 4.999.500 Kabid Mutasi
M . .
APBD/ |§Ub Bidang
.. rogram,
113 | Televisi LED LG BK;SD 2018 1 5.260.000 | Keuangan dan
Pelaporan
Subbid
Printer Dot APBD/ Penilaian
114 Matrik Epson BKPSD 2018 1 3.000.000 Kinerja &
M . . Penghargaan
Pegawai
Subbid
Printer Dot APBD/ Penilaian
115 . Epson BKPSD 2018 1 Kinerja &
Matrik M 3.000.000 Penghargaan
Pegawai
APBD
116 | Lap To ASUS BKPSé 2018 1 H. Pangerang
P p M 6.000.000 | Adi Putra. M
APBD/ Nur Rahma
117 | Lap Top Hp x 360 BKPSD 2019 1 15.000. 000 Amaliyah Mz,
M * * SE
. APBD/
P.C.Unit Subbidang
118 (Komputer) Lenovo BK;SD 2019 1 6.000.000 | Kepangkatan
. APBD/
P.C.Unit
119 L BKPSD 2019 1 Kepala Bad
(Komputer) enovo MS 0 6.000.000 epala Badan
APBD/ Subbid
120 | Printer Epson BKPSD 2019 1 Pengelolaan
M 2.500.000 | jata & INKA
APBD/ ?ugbid M:tasi
i abatan dan
121 | Printer Epson BKPSD 2019 1 2.508.000 | Pengembangan
M Karier
. APBD/
Meja Rapat
1 d
122 Eselon II Informa BK;SD 2019 1 34.800.000 Kepala Badan
. APBD/
Kursi Rapat
Kepala Bad
123 Eselon II Informa BK;SD 2019 14 34.440.000 epala Badan
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Kursi Tamu APBD/
la Bad
124 Eselon II Informa BK;SD 2019 1 13.900.000 Kepala Badan
Lemari Arsip
Dinamis APBD/
125 | (Roll Pack Informa BKPSD 2019 1 Ruang Arsip
Mecchanic " 59.800.000
Mibile File)
APBD/
126 | AC. Split Polytron BKPSD 2019 1 6.500.000 Kepala Badan
M . .
APBD/ Subbid Mutasi
127 | AC. split Polytron BKPSD | 2019 1 6 500,000 gzgzzzgaﬂggn
M ) ) Karier
APBD/ Pengadaan
128 | AC. Split Polytron BKPSD 2019 1 (Pengadaan
M 6.500.000 | pegayai)
APBD/
129 | AC. Split Polytron BKPSD 2019 1 Ruang
M 6.500.000 | Darmawanita
LCD APBD/
130 Proyektor Epson BK;SD 2019 1 18.000. 000 Kepala Badan
Printer Foto APBD/ Pengadaan
131 | Copy Hp Hp/MFP 135a BKPSD 2020 1 (Pengadaan
Laserjet M 3.850.000 Pegawai)
APBD/ Kasubag
132 | Printer S E L.3110 | BKPSD | 2020 1 Program &
rinter Scan pson/L. 3.000.000 | Pelaporan
M Keuangan
Lenovo APBD/ Nur Endang
. Andri MZ,
133 | Lap Top Ideaizgd/s BK;SD 2020 1 8.000.000 S:ruyana
Barcode
Scanner APBD/ Pengadaan
134 | (Peralatan Honengplql ID/A | Bkpsp | 2020 1 5 o16.00p | (PenERdaan
Personal M TUeE Pegawai)
Komputer)
Barcode
Scanner APBD/ Pengadaan
135 | (Peralatan Honeyw‘;hl,ll ID/A | gpsp | 2020 1 ) 916 0gp | (PenEadaan
Personal M : . Pegawai)
Komputer)
Barcode
Scanner APBD/ Pengadaan
136 | (Peralatan H°”ey‘”§p141 ID/A | gpsp | 2020 1 5 916 0gp | (PenEadaan
Personal M TUE Pegawai)
Komputer)
APBD/ Bendah
endanara
137 | Lap Top Hp BK;SD 2020 1 8.000.008 | Pengeluaran
APBD/ Ruangan
. Pejabat Non
138 | AC. Split Polytron BK;SD 2020 1 5. 500.000 | Struktural
(Fungsional)
Meja Kerja APBD/ Euﬁfa:N
. ejabat Non
139 | Pegawai Non Informa BKPSD 2020 2 10.000.000 | Struktural
Strutural M (Fungsional)
Kursi Kerja APBD/ E“?EBEN
. ejabat Non
140 | Pegawai Non Informa BKPSD 2020 2 6.000.000 | Struktural
Struktural M (Fungsional)
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APBD/ R Rapat
uang Rapa
141 | Sound System BK,F;‘SD 2020 1 28.000.000 | Kepala Badan
Kursi Kerja APBD/ 2
. uangan
142 | Pejabat Informa BKPSD 2020 1 3.000.000 | Sekretaris
Eselon III M
Edi Hafid
APBD/ (I.(asubbid
143 | Lap Top i.5 Lenovo BKPSD | 2020 1 Diklat
10.000.000 | Penjenjangan
M dan
sertifikasi)
LCD APBD/ Bidang Diklat
144 | Proyektor + Toshiba BKPSD 2020 1 Aparatur
Layar " 10.000.000 | gy pspy
APBD/ Bidang Diklat
Scanner g
Aparat
145 Portable Epson BK;SD 2020 1 5. 017.000 BE?,;SMur‘
. APBD/ Bidang Diklat
Wireless g
146 | portable BKESD 2020 2 5.370.000 | neocor
APBD/ Staf
147 | AC. Split Polytron BKPSD 2020 1 Subbidang
M 5.500.000 | (epangkatan
APBD/ Kasubbid
. asubol
148 | AC. Split Polytron BK;SD 2020 1 5.500.000 | Kepangkatan
APBD/ Kabid Mutasi
Kursi Tamu dan Penilaian
149 Eselon III BK;SD 2020 1 5.000.000 | Kinerja
Aparatur
APBD/ Lantai 1 dan
Westafel
Lantai 2
158 | (alat papur) BK;SD 2026 2 3.000.000 | gepoom
TOTAL 252 1.783.463.000




11.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Jeneponto 2019-2020

Target Target Renstra (Tahun) Realisasi Capaian (Tahun) Rasio Capaian (Tahun)

Indikator Target | Target Indikator

No . B
Kinerja NSPK IKK Lainnya 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (7) | (8) | (9) | (16) |(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) (20)

Persentase
Pemenuhan
Administrasi
Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,43% 98,01% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 99,43% 98,01%

Persentase
capaian

2 ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,45% 99,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 98,45% 99,70%
sarana dan
prasarana

Persentase
Ketersediaan
3 penunjang 100% 100% 100% 0,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% | 100,00% | 100,00% 0,00% 100,00%
kedisiplinan
Aparatur

Persentase
kompetensi dan
profesionalisme
sumber daya
aparatur yang
ditingkatkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 0,00%

Persentase
ketersediaan
Laporan capaian
5 kinerja dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,84% 100% 100,00% | 100,00% | 100,00% 93,84% 100, 00%
keuangan Yang
disusun Tepat
Waktu

Persentase
Ketepatan Waktu
6 Penyusunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 100,00%
Dokumen
Perencanaan
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Persentase
Ketersediaan
Data dan
Informasi

- 0,00% 100% - -

99,82%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99,82%

Rata-rata Lama
Pegawai Yang
mendapatkan
Pendidikan dan
Pelatihan

20

20

20 20 20 15 15

15

15

15

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

Persentase ASN
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan Non

formal

- 15,19% | 16,59% - -

95,38%

99,05%

0,00%

0,00%

0,00%

627,91%

597,05%

10

Persentase
Pejabat ASN yang
telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
struktural

10%

14%

16% 12,36% 20% 5,52% | 12,36%

13,77%

12,36%

20%

55,20%

88,29%

86,06%

100,00%

100,00%

11

Persentase ASN
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal

85%

85% 56,42% 13,87% 49% 58%

67%

99,51%

98,65%

61,25%

68,24%

78,82%

176,37%

711,25%
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Tabel II.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Jeneponto 2019-2020

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- FEEHE Mt Reelliser) Gh Rata-Rata Pertumbuhan

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | (13) | (14) | (15) | (16) (17) (18)

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

404.151.000 404 .151.000 404.151.000 282.440.000 437.190.097 396.067.980 396.067.980 396.067.980 479.668.086 271.429.220 0,98 0,98 0,98 1,70 0,62 8.259.774 -31.159.690

Program

Peningkatan
Sarana dan 204.400.000 204.400.000 204.400.000 404.000.000 370.000.000 200.312.000 200.312.000 200.312.000 466.652.000 339.960.750 0,98 0,98 0,98 1,16 0,92 41.400.000 34.912.188
Prasarana
Aparatur

Program
Peningkatan
Displin
Aparatur

68.310.000 68.310.000 68.310.000 0 155.500.000 66.943.800 66.943.800 66.943.800 15.000.000 95.217.500 0,98 0,98 0,98 0,00 0,00 21.797.500 7.068.425

Program
Peningkatan
Kapasitas 275.000.000 275.000.000 275.000.000 42.125.000 80.000.000 269.500.000 269.500.000 269.500.000 304.431.000 0,98 | 0,98 | 0,98 7,23 0,00 -48.750.000 -67.375.000
Sumber Daya
Aparatur

Program

Pengembangan
Sistem

Pelaporan 73.207.250 73.207.250 73.207.250 125.378.700 168.000.000 71.743.105 71.743.105 71.743.105 117.654.550 134.507.000 0,98 | 0,98 | 0,98 0,94 | 0,80 23.698.188 15.690.974
Capaian
Kinerja
Keuangan

Program
Perencanaan 57.343.000 57.343.000 57.343.000 64.406.500 55.000.000 56.196.140 56.196.140 56.196.140 64.406.500 52.400.000 0,98 | 0,98 | 0,98 1,00 0,95 -585.750 -949.035
Pembangunan

Program
Pengembangan
data dan
informasi

15.000.000 107.952.000 - - - 0,00 0,00 3.750.000 26.988.000

Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur

1.841.104.000 1.841.104.000 1.841.104.000 1.407.612.800 1.307.275.800 1.693.815.680 1.693.815.680 1.693.815.680 1.403.966.600 1.390.056.400 0,92 0,92 0,92 1,00 1,06 -133.457.050 -75.939.820

Program
Pendidikan 825.635.750 825.635.750 825.635.750 982.677.000 656.799.041 743.072.175 743.072.175 743.072.175 2.558.458.000 40.502.000 0,90 0,90 0,90 2,60 0,06 -42.209.177 -175.642.544
Kedinasan




11.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto

Dalam analisis terhadap gambaran dan perkembangan BKPSDM

Kabupaten Jeneponto, selama ini teridentifikasi memiliki peluang dan

tantangan dalam pengembangan pelayanan.

1. Peluang

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang dalam

pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Jeneponto sebagai

berikut :

a. Ditetapkan produk-produk hukum di bidang kepegawaian;

b. Pengembangan sistem karier berdasar prestasi kerja;

c. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberiaan
Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) berbasis Kinerja; dan

d. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan formal dan Non Formal.

2. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam pengembangan

pelayanan, antara lain :

a.
b.

Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan Simpeg;

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi pelayanan publik untuk
mewujudkan good governance;

Tuntutan pengembangan aparatur yang memiliki inovasi,
kreativitas dan profesionalisme;

Tuntutan peningkatan disiplin melalui pembinaan aparatur dan
pemberian reward and punishment;

Kebutuhan akan penyediaan data kepegawaian yang akuntabel,
valid, dan terkini (up to date);

Adanya ketentuan untuk menyelenggarakan Seleksi Terbuka bagi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan assessment/talent pool
bagi Jabatan Administrasi;

Adanya ketentuan terkait Jabatan Fungsional Tertentu
sehingga perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dan

inpassing guna pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut.



I.1.

BAB I Il
PERMASAAHAN DAN ISU ISU STRATEQ S
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENCEMBARAN SUMER DAYA MAUSI A

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya

kesenjangan antara Kkinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di

masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah

diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (GAP) antara kinerja

pembangunan yang dicapal saat ini dengan yang direncanakan
Beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat melaksanakan

pelayanan bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;

2. Tidak semua SDM Aparatur memiliki kemampuan IT;

3. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan yang kurang memadai ;

4. Minimnya Pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan
perundang-undangan kepegawaian;

5. Masih terdapat aparatur pemerintah yang penempatannya belum
sesuai dengan disiplin keilmuan;

6. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan
penetapan kebutuhannya;

7. Belum optimalnya distribusi penempatan pegawai; dan

8. Kurang maksimalnya output dari hasil pelaksanaan pengembangan

kompetensi ASN.



